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Pidana mati dipercaya sebagai salah satu bentlkidaukum tertua yang ada
di dunia dan masih diterapkan oleh beberapa negekarang ini, termasuk di
Indonesia salah satunya. Seiring dengan berkemiangmu pengetahuan dan
dengan semakin terbukanya kebebasan berpendapddi tmabul pertanyaan
terhadapraison d’etredari sanksi pidana mati. Hal tersebut menimbulp@rebatan
yang tak kurun usai antara pihak yang ingin mengsiegn &bolitionis) dan yang
mendukung tetap adanya hukuman mati. lahirnya Bpbdtonvenan terutama seperti
Universal Declaration of Human Righ{&/DHR) dan International Convenant on
Civil and Political Rights(ICCPR) menggiring negara-negara di dunia, teratam
negara peserta konvenan untuk terlibat aktif dataemjunjung tinggi hak asasi
manusia salah satunya dengan menghapuskan pidama nmegkipun tidak ada
perintah tegas datDHR dan ICCPR bagi negara peserta untuk menghapuskan
hukuman mati tetapi dua konvenan tersebut menséknangat untuk dihapuskannya
hukuman mati. di Indonesia pidana mati masih dat@mtan sampai saat sekarang
ini, pro-kontra pidana mati di Indonesia telah mesrtyh ranaltonstitutional review,
dengan pokok permohonan pengujian UU No. 27 TaM®v ltentang Narkotika
terhadap UUD 1945 yang melahirkan Putusan NomatPRH3-V/2007. Skripsi Ini
bertujuan untuk merangkum dan melihat perkembapgambatasan hak untuk hidup
di dunia dan di Indonesia pada khususnya sertahateldasar-dasar putusan
Mahkamah Konstitusi terkait hukuman mati Indoned#n melihatnya dari sudut
pandang hak asasi manusMetode yang digunakan adalah yuridis normatif yang
menggunakan data sekunder dan dilihat kesesuaiatengan hukum yang berlaku
serta dalam putusan Mahkamah Konstitusi kemudigabalikan dalam bentuk
analisis deskriptif. Dalam penelitian ini diperolBhsil bahwa adalah benar terjadi
kecenderungan negara-negara di dunia untuk mengkapupidana mati dalam
sistem pemidanaan di negaranya. Akan tetapi dinesia pidana mati masih
diterapkan dengamaison d’etre untuk mengembalikan harmonisasi sosial dengan
kejahatan dilihat- sebagai suatu bentuk'perusakamdmisasi sosial. -Selain itu
Mahkamah Konstitusi juga menegaskan dalam menafsiBAB X UUD dasar harus
dilakukan secara sistematis. Penafsiran sistemgdisg dilakukan Mahkamah
Konstitusi ini menimbulkan perubahan makna dalasaPa8I| ayat (1) UUD 1945
dan menghilangkan kekuatan frasa “...tidak dapairdngi dalam keadaan apa pun”
dalam pasal tersebuit.



